
WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WAI,IKOTA SEMARANG

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN B

DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WA]-IKOTA SEMARANG.

Meni1nbang i a. bahwa dala:rr rangka memenuhi
Pasal 16 Peratura-n Daerah Kota
Nomor 13 Tahun 2O21 tentang
Pendapatan dan Belanja D
Semarang Tahun Anggara-n 2022,
ditetapkan Peratura-n Walikota S
tentang Penjabaran Anggaran
Belanja Daeral. Kota Semaratg
turygararr 2O22t

b. bahwa untuk melaksanakan maksud
di atas, perlu menetapkan Peraturan
Semarang tenta,ng Penjabaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Semarang Tahun Angga_ran 2022,
landasal operasional pelaksanaart
Pendapatan dan Belanja Daerah
Semarang Talrun Arrggararr 2022-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 195O
Pembentukan Daerah-daerah Kota Be
Lingkungan Propinsi Djawa Tirmrr,
Tengah, Djawa Barat dan dalam
Istirnewa Jogiaka_rta;

2. Undang-Undang Nomor ll Tahun 1995
Cukai (Lembaran Negara Republik I
Tahun 1995 Nomor 76, Tanbahan
Negara Republik Indonesia Nomor
sebagaimala telah diubal. dengan
Undalg Nomor 39 Tallun 2OOz
Perubahan Atas Undang-Undang N
Tahun 1995 tenta-ng Cukai (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nom
Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 47 551;
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6.

7.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lem

Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 75,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undarg-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3

Keuangal Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5. Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undarrg-Undarlg Nomor 15 Tahun 2OO4

Pemeriksaan Penselolaan daII
Keuangan Negara (kmbaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66.
Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 i.€rr
Perencanaan Pembangunan Nasional
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N
Tambahan l€mbaran Negara Republik
Nomor 4421):

8. Undarg-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah (I-embaran Negera
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Lembaran Negara Republik Indon€sia Nomor

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten
Daerah dan Retdbusi Daera-h (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomorl3o,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

10. Undang-Undarg Nomoi 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perundans-U
(L€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 82, Tamba-harr lembaran Negara
aebag€limana telah diubah dengalr U
Nomor 15 Tahun 2019 tentane Peru
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peratuian Perundane-U
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
Nomor 183, Tambahan l€mbaran Nesara
Indonesia Nomor 63981:
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11. Undang-Undang Nomor 23 'fahwn 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244-
Lembaran Negara Republik Indonesia N
sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undar:rg-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang N
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 N
Tambahan Lembaran Negara Republik i
lromor Jb / 9t:

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
Perluasan Kotamadya Daera_tr Tingkat
(L€mbalan Negara Republik Indonesia
Nomor 25, Tambahan Lembaran NeeaJa
Itdo4esia Nsmor 3079);

13. Peraturar Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992
Pembentukan Kecamatan di Wilavah
kabupaten Daerah Tingkat II pubalingga,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah
Semaraag dalam Wilayah propinsi Daerah
Jawa Tengah (Lemba-ran Negara Republik
Tahun 1992 Nomor 89):

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO
Kedudukar Keuangan Kepala Daeral
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lem
Repubtk Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5
Pengelolaan Keuangan Badal Layanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
Nomor 48, Tambahan Lembaran Nesara
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telal
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tah
tentang Perubahal Atas Peraturar pemerin
23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Layaran Umum (I,€mbaJan Negara Republik I
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lem
Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Taiun 2OOs
Dana Perimbangan (Lembaral Negara
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Lembar:an Negara Republik Indonesia Nomor

t976
flS
Tahr

!enm_ng

blik
bahan
ss87),

terakhir
tentang

23
baran

58,
nesla

tentang

1976
blik

tentang
paten-

Cilacap,

tT
tI

Nomor
Badalr

esla

tentallg
Wakil

onesla
Negara

tenlang
Umum

2005
blik

diubah
2012

nesta
Negara

tang
buk

baharr



17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2
Sistem Informasi Keuangan Daerah (lem
Republik Indonesia Tahun 2005 N
Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1
Perubahan Atas Peraturan pemerinatah N
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Daerah (Lembaran Negara Republik
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 515);

18. Peraturan Pem€rintah Nomor 8 Tahun 2006
Pelaporan Keuangan dan Kineia Instansi
(l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 25, Tambahan L€mbaran Nesara
Indonesia Nomor 46141;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

20. Feraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Tata Cara darr Pemanfaatan Insentif pemunsu
Daerah dan Ratribusi Dagrah (Lernbetan
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 11

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO
Standa-r Akuntansi Pemedntalan [embaran
Republik Indonesia Talun 2OIO N
Tambahan Lembaral Negara Republik
Nomor 51651:

2?. Peratura4 Pemerintal Nomor 2 Tahun 2012
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaral
Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Pengelolaan Bararg Milik Negara/ Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 N
Tambaha.n lembaran Negara Republik I
Nomor 5533) sebagaimana telal diubah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah N
Tahun 2Oi4 tentang Pengelolaan B
Negara/Daerah (L€mbaian Negara Republik
Tahun 2O2O Nomor 142, Tamba_han Lem
Republik Indonesia Nomor 6523),
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24. Peraturan Pemerintai Nomor 12 Tahun 201
Pembinaan dan Pengawasar
Pemerintah Daerah ( Lembaran Nega_ra
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6041):

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20lg
Standar Pelayaaan Minimal (lembaran
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2Ol8
Pinjaman Daerah (Lembaran Nega-ra
Indonesia Tahun 2018
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6

27. Perat]')ra'r Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9
Pengelolaal Keuangan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

28. Peratural Daerah Kota Semaranq Nomor
2003 tentang Penerimaan Sumbangarr
kepada Daerah (l,embaran Daerah Kota
Tahun 2003 Nomor 1 Seii E):

29. Peraturar Daera_tr Kota Semarang Nornor I
2006 tentang Pengelolaar Keuangan
(L€mbaran Daerah Kota Semaranq Tahun 200
I Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013
Peruba-han Atas Peraturan Daerah Kota S
Nomor 11 Tahun 2006 tentang pengelolaan

Daeral (lambara! Daerah Kqta Seruaralg Tah
Nomor 5, Tambahan l€mbaran Daerah Kota
Nomor 831:

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2
2011 tentang Bea Peroleha-n Hak Atas
Balgunan (BPHTB) (l,embaran Daerah Kota
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Kota Semamng Nomor 49);

31. Peraturan Daerah Kota Semarans Nomor 3
2011 tentang Pajak Hotel (l€mbarar
Semaiang Tahun 2O11 Nomor 3, Tambahan
Daerah Kota Semarang Nomor 49) se
diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Nomor 4 Tahun 2018 tentans Peru
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
2011 tentang Pajak Hotel (Iembaran D
Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahar
Daerah Kota Semarang Nomor 126);
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32. Peraturan Daerah Kota Semarans Nomor
2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran
Sema-rang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Daerah Kota Sematang Nomor 50) se
diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Nomor 5 Tahun 2018 tentans
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 ten
Restoran (Lembaran Daerah Kota
2O18 Nomor 5, Tambahan Lembaran D
Semarang Nomor 127);

33. Peraturan Daerah Kota SemaJang Nomor
2011 tentang Pajak Hiburan (lembaran
Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan
Daerah Kota Scmarang Nomor 52) se
diuba-h dengan Peraturan Daerah Kota
Nsmor 6 Ta-hun 2018 tentang Peru
Peraturan Daerah Kota Semarans Nomor
2011 (Lembaran Daerah Kota Semarane Tah
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Nomor 128):

34. Peraturan Daerah Kota Semaraiq Nomor
2011 tentang Pajak Reklarne (Lembaran D
Semarang Ta.Lun 2011 Nomor 6, Tambahar
Daerah Kota Semarang Nomor 53);

35. Peraturan Daerah Kota Semarang
2011 tentang Pajak Penerangan
Daerah Kota Semarang Tahun
Tambalan Lembaran Daerah Kota
54) sebagaimana telah diubatr dengan
Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014
Perubahaa Atas Peraturan Daerah Kota S
Nomor 7 Tahun 2011 tentang P4jak
(Lembaran Daerah Kota Semarang Talun 201
2, Tambahan l€mbaran Daerah Kota Se
8e);

36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembara4 D
Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Daerah Kota Semarang Nomor 55);

37. Peraturan Daerah Kota
2011 tentang Mineral
(Lembaran Daerah Kota
9, Tambahan lembaran
56);
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38. Peraturan Daeral Kota Semarans Nomor 1

201 1 tentang Paja_k Pa-rkir (Lembaran Da
Semarang Tahun 2011 Nomor 10,
Lembaran Daera_h Kota Semara:ng Nomor 57);

39. Peraturan Daerah Kota Semarans Nomor 1

2011 tentang Pajak Saralg Burung Walet
Daerah Kota Sema.rang Tahun 20 1 1 N
Tarnbaha-n I€mbaran Daerah Kota
s8);

40. Peraturan Daerah Kota Semaranq Nomor 1

2O11 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(I€mbaran Daerah Kota Semarang Tahun 201
13, Tambahar Lembaran Daerah Kota
Nomor 60);

41. Peraturarr Daerah Kota Semaralg Nomor
2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota
(Lembaran Daerah Kota Semararrq Tahun 201
2, Tambahan Lembarai Daerah Kota
69) sebagaimala telah diubah beberapa kali
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tah
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Semararrg Nomor 2 Ta}:r)n 2OI2 tentang Retri
Umum di Kola SerDqrang (kmbaran
Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Daerah Kota Semarang Nomor 115);

42, Perar.j'J(a'f Daerah Kota Semarans Nomor 3
2OI2 IentaJl.g Retribusi Jasa Usaha di Kota
(Irmba-ran Daera-h Kota Semarang Tahun 201
3, Tambahan lembaral Daerai Kota
70) sebagaimana telah diubah dengan
Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Peru
Peratu-ran Daerah Kota Semarang Nomor 3
2OI2 Ielrtalrg Retribusi Jasa Usaha di Kota
(l,embaran Daerah Kota Semarang Tahun 201
7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Nomor 129);

43, Peraturan Daerah Kota Semararg
2012 tentang Retribusi Perizinan
Semarang (I-embaran Daerah Kota
2012 Nomor 4, Tambahan lembara.rr Daer
Semarang Nomor 71) sebagaimana telah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Tahun 2014 tentang Peruba-han Atas Peraturari
Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Perizinan Tertentu di Kota Semar:ang
Daerah Kota Semarang Tahun 2014
Tambahan Lembaran Daerah Kota Se

eo);
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44. Peraturan Daerah
2O2L tentang
Menengah Daerah
(l€mbaran Daerah
6);

Kota Semarang Nomor
Renqana Pembangunan
Kota Semarang Tahun 2

Tahun
Jangka
r-2026

Kota Semarang Tahun 202 l Nomor

45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pembentukai dan Susuna-n t
Daeral Kota Semarang (lembaran Daer
Semarang Tahun 2016 Nomor 14,
Lembaran Daerah Kota Semarans N
sebagaimana telal diubah dengan pera
Kota Semarang Nomor 3 'lahtn 2O2l
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Nomor 14 Ta_hun 2016 tentalg pemten
Susunan Perangkat Daerah Kota Semaranq

Kota
baian

1 14)

Daerah
tentang

dan
mbaran

Daerah

Daerah Kora Semalalg TahUq 2021 N lrar 3,
Tambahan l,embaran Daerah Kota
140);

Nomor

46, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun
2021 tentang Pertanggurrgiawaban
Angg€mn Pendapatan dan Belanja Daer Kota
Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Kota Semarang Tahun 2021 Nomor Z);

47. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tatr 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tah
Nomor 1781).

48. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 27
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 9261.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI"ANJA
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

PENJ

Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1, Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Semarang dan perangkat
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Semararrs.

2020

202r

Negara

Daerah



4. Peraturan Walikota adalah perarurarr
Penjabaran Anggaran pendapatan
Semarang.

Wa-likota Semarang

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
APBD adaiah rencana keuangan tahunan Daerah yang
dengan Peraturan Daerah.

Daerah adalah semua hak Daerah yang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

9.

7.

Lain-lain Pendapatan Daera_h yang Sah adalah seluruh

Asli Daerah yang selarjutnya disingkat p
penerimaan yalg diperoleh daerah dari sumber-
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan D

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yarrg berasal
pelaporan lain.

daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan tran
meliputi hibah, darra darurat, dal lainlain pendapa
dengan ketentuan peraturan perundalg-undaagan.

10. Pajak Daera-h adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
oleh orang pribadi atau badan yalrg bersifat memakaa
Undang-Undang, dengar tidak mendapatkan imbalarl
langsung dal digunakan untuk keperluan Daerah bagi
besarnya kemakrnuran ralryat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
pungutan Daerah sebagai pernbayaran atas jasa atau pem
tertentu yang khusus disediakan dal/atau diberikan oleh p
Daerah untuk kepentingan orang piibadi atau Badan.

12. Hasii Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisa_hkan
penerimaan daerah atas hasil penvertaan modal daera_h.

13. Linlain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalatr
Daerah diluar Paja_k Daerah, Retribusi Daerah dan
Kekayaal Daeralr yang Dipisahkan.

14. Belanja Daerah adalah semua
diakui sebagai pengurarg nilai
anggaJan berkenaan.

kewajiban Pemerintah
kekayaan bersih dalam perio

15. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaJan untuk ke
hari Pemerintah Daerah yalg memberi manfaat jangka pende

16. Belanja Modal adalah pengeluaran alggaran untuk pe
tetap dan aset lainnya yang memberi manfat lebih dari
Deriode akuntansi.

17. Belanja Tidak Terduga adelah pengeluaran anggaran a
APBD untuk keperlual darurat termasuk keperluan
tidak dapat diprediksi sebelumnya.
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18.

19.

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang daJi pemerin
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dad pemerin
kepada pemerintah desa.

Pembiayaan adalah setiap
dan/atau pengeluaran yang

penenmaan yang perlu dibayar
akan diterima kembali, baik

anggaran berkenaan maupun pada talun-talun
berikutnya.

20. Sisa Lebih Perhitungan Anggarar:r yang selanjutnya dise
adalah selisih lebih realisasi penerimaan darr pengeluaran
selama I (satu) periode anggarar-.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan p
daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tah].uJ] af.ggara 2022
Rp. 5-337 -927 .42O.AOO,- (Lima triliun tigq rcttus Wq puluh
sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua putuh ribu
yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatantransfer;

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebaqaimana dimaksud
3 huruf a direncalakan sebesar Rp. 2.8S3.4O8.O0O.OOO,_ {
delapan ratus lima puluh tiga milgar empat ratus detapan juta
yang terdiri atas:

a Pajak daerah;
b. Retribusi daerah:
c. Hasil pengelolaar kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d Lainlain pendapatan asli daerah yang sah;

(3)

(41

(2J

Retribusi daera-h sebagaimana dimalsud pada ayat (t)

Pajak daera-h sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)
dtencanakan sebesar Rp. 2-227.149.00O.OOO,- (Dua titiun
dua pufuh dtjuh mitgar seratus empat pufuh sembit(ln juta

dtencanakan sebesar Rp. 140.698.0O0.O0O,- (Serafus
mitgqr enam ratus sembitan putuh detapan juta rupiah) -

Hasil pengelolaan kekayaan
dimaksud pada ayat (1)

Rp. 49.725.00O.0OO,- (Empqt
puluh lima juta rupiatl.

daerah yang
huruf c

puluh sembilan

kembali
tahun

t SiLPA

biayaai

sebesai
milgar

rupiah),

Daerah
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(s) Lainlain pendapatan asli daerah yallg sah sebagaimana
pada ayat (i) hurqf d direncanakan sebesar Rp. 435.836.
(Enrpat ratus tigq pufuh lima mitVar delapan ratus tiga puluh
ruDiah)-

Pasal 5

(i) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimatsud dalam pasal
terdiri atas:

a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 191.SS4.281.700,-
sembilan puluh saht mitgar lima rah)s tima puluh empat
ratus detapan pufuh satu ribu tujuh ratus rupiah);

b. Pajak Restoran direncalakan sebesar Rp. 2aO.977 Ja2.
ratus delapan pufuh milgar sembilan ratus tujuh pttfuh
seratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiali;

c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 73.480.OOO.OOO
puluh ttga mitAar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

d. Pajak Reklarne direncanakal sebesar Rp. 52.4OO.OOO.OO
puluh dua milAar enpat ratus juta rupiahl;

e. Pajah Penerangan Jalan direncanalan
Rp. 295.921.000.000,- (Daa ratus sembilan puluh
sembitan ratus dua puluh satu juta rupiall;
Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp, 56.555.660.700
puluh enan rnitAar lirna rahts lima puluh lirna juta enam
puluh ribu tujuh ratus ,upia\;

g. Pajak ,{ir Tanah direncanakan sebesar Rp. 21.893.500.
puluh sahr milgar delapan mtus sembilan puluh tiga juta
ibu rupiall;

h. Pajak Sarang Burung Walet direnca-rle_kall sebesar Rp. 61,8
(Enam puluh satu juta delapan ratus tujuh putuh lima rtbu

i. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan direncala_karr
Rp. 1.061.500.000,- (Sctu milgar enam puluh so:tu juta
ribu rupiat!;

j. Pajal Bumi darl Bangunan Perdesaan darl Perkotaan
direncarralan sebesar Rp. 577.5O0.OOO.OOO,- (Lima r@tus tu
tujuh milAar limq rafi/s juta rupiali;

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banzunan
direncanakan sebesar Rp. 675.744.000.000, - (Enam
putuh lima milyar hiuh ratus empat puluh empat juta rupiall .

(2) Retribusi daerah sebagaimara dimalsud dalam Pasal 4 ayat
atas:

a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar RD. 71.714.
lTujuh puluh satu milgar tujuh ratus empat belas juta
enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

ayat (2)
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b. Retribusi Jasa Usaha dtencanakan sebesar Rp. 31.316.
(Tqa puluh satu mitgar tiga ro:dJs enam bet(ts jut(l empat
puluh tujuh ibu empat ratus rupiahlt

c, Retribusi Perizinan Tertenru

e.

direncanakan
Rp. 37.666.586.100,- (Tiga puluh htjuh milgar enom
puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yalg di pisahkan s€
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:

a. Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah
atas Penyertaer Modal pada BUMD direncanahan
Rp. 49.604.000.000,- (Empat puluh sembilan milgar
empat juta rupiall.

b. Bagian Laba yang dibagikan kepada pernerintah Daerah
atas Penyertaan Modal pada Perusahaar Milik Swasta di
sebesar Rp. 121.000.000,- (Serqtus dua puluh satu juta

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sal sebagaimana
da-lam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dire
Rp. 4.410.000.000,- (Empat mitgar empat rafis seputuh juta

b. Hasil Pemanfaatan BMD yalg
sebesar Rp. 11.776.0O0.O0O,-

Tidak Dipisahkan diren
(Sebelo.s milgar tujuh

puluh enam juta rupio,tl);

c. Jasa ciro dtencanakan sebesar Rp. fO.0O0.0OO.OOO,-
milgar rupiah)i

d. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp. 10.000.
( Seputu h milg ar rupial\ ;

Pendapatan Denda Pajat Daerah direncaiakan
Rp. 9.90O.0O0.O0O,- (Sembilan milgar sembilan ratus juta

Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp. 389.250.
lfua ratus delapan puluh sembilan milgar tujuh ratus lima
rupiah).

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud da_lam Pasal 3
direncarrakan sebesar Rp. 2.4a4.519.42O.OOO,- (Duq. titiun
delnpan puluh empat milgar tima ratus sembilan betas iuta
dua puluh ribu rupialr, yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerinta_h pusat; daII
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan trarsfer pemerintah pusat sebagaimana
ayat (1) huruf a direncanalan sebesar Rp. 1.858.391.420.
tiliun delapan ratus lima putuh d.elapan milgar tiga rahs
puluh satu juta enpat ratus dua putuh ibu rupiahl.

47 .400,-
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(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
(l) huruf b direncarrakan sebesqr Rp. 626.128.000.000,_ (
dua pufuh enam milyar seratus dua puluh detapan juta rupialt)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggalan 2022 direncanakan
Rp. 5.544.227.O29.OOO,- (Lima tiliun lima raAls empat puluh
dua rahls dua puluh htjuh juta dud putuh sembilan ribu
terdiri atas:

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal; dan
c. Belanja tida& terduga.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
a direnqanaka4 sebesar Rp. 4.325.31L.4I6.494,- (Empat
ratus dua pufuh lima milgar tiga rah;,s sebelas juta empot
belas ibu empat ratus tiga puluh empat rupia.n , yarlg terdii a
a. Belanja pegawai;
b. Belarja bararlg dall jasa;
c. BelarS'a hibah; dan
d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
direncanakan sebesar Rp. |.932.4 t5.8I9.I7 3,- (Satu tiliun
ratus ttga puluh dua milgar empqt ratus limq. belas juta
sembilan betas ribu serafits tujuh puluh tiga rupiah) .

(3) Belanja ba-rang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp. 2.200.559.049.26 1,- (Dua triliun
milgar lima rafits lima puluh sembilan juta empat puluh se
duo ratus enam pufuh satu rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimaia dimalsud pada ayat (1)
direncanatan sebesar Rp. 183.996.692.000, - (seratus
tiga mitgar sembilan ratus sembilan puluh enam juta
sembilan puluh dua ibu rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp. 8.339.856.000,- (Delqpan mitAar
tiga puluh sembilan juta delapan rah.s lima puluh enam ribu

ayat
rahts

sebesar
milgar
, Yang

7 huruf
n figa
enom

huruf b
ratus
ibu

d
ratus
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Pasal 9

(1) Anggaran belaaja pegawai sebagaimana dimaksud dalam
{1) huruf a direncana}an sebesar Rp. 1.932.415.819.173,- (

sembitan ratus tiga putuh dua milgar empat rah$ lima
delapan ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh tiga
yang terdiii atas:

a. Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Tambahan Penghasilan ASN;
c.Tarnbaha4 Penghasilan berdagarkan pertimbangan

Lainnya ASN;
d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
g. Belanja Pegawai BOS;
h. Belanja Pegawai BLUD;

Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1
direncanakan sebesar Rp. 826.307 .726 -O79 ,- (Delapan ratus d
enam mitgar tlga rahrc tujuh juta tujuh la:hts duq. puluh enam
puluh sembilan rupiqn.

(3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada
huruf b direncanakan sebesar Rp. 674.301.369.996,- (

tujuh puluh empat milVar tiga ratus satu juta tiga rahts
sembilan ibu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiall-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
ASN sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf c diren
sebesar Rp. 244.775.030-296,- (Dua rah,.s empat puluh
tujuh ratus tujuh pullth lima juta tiga putuh ribu dua raa/s
puluh enam rupian.

(c,

(6)

Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaima-na dimaksud pada ayat (

Gaji dan Tunjalgan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud p

d direncanakan sebesar Rp. 39.510.279.000,- (Tiga puluh
milgar lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh putuh
rupiah).

huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.O79.a92.786,- (Dua
putuh sembilan juta delnpan latus sembilan puluh dua ibu
detapan puluh enam rupiahl.

(7) P€nerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH seb
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanalan
Rp. 3.492.871.000,- (Tiga milgar envqt ratus sembilan puluh
delapan rahls tujuh putuh satu ibu rupiah).

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dtencanakan sebesar Rp. 1.533.600.000,- (Satu milgar lima
puluh tiga juta en@m fa,tus ibu nlpiatl,

Belaltja Pegawai BLUD sebagaimaaa dima-ksud pada ayat (1)

direncanakan sebesar Rp. 140.415.050.016,- (Seratus

(41

(e)
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8 ayat
tiliun

Juta
rupiahl,

Objqktif

huruf a
puluh
tujuh

t (1)

ratus
puhth

milgar
mbilan

huruf

ibu

ayat (1)

tujuh
h ratus

gebesar

a juta

uruf g

Wq

uruf h
puluh

4.',,



(21

(1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimals

Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanalan sebesar Rp. 613.024.474.407,- (Enam ratus
milgar dua putuh empat juta em&,(.t ratus tujuh putuh empat
ratus tujuh rupiatl.

(3)

(4)

(s) Tunjargal fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat

direncanakan sebesar Rp. 53.491.255.004,- (Lima putuh ti
empat rafiis sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh
enpat rupian.

direncanakan sebesar Rp. 13.590.583.325,- (Tiga belas
rafus sembilan putuh juta lima ratus delapan puluh tiga ibu
dua puluh tima rupiatl.

d direncanakan sebesar Rp. 30.183.034.026,- (T\go pu
seratus d.elqpan putuh Wa juta tiga puluh emltal ribu dua pu
rupian.

Tunjangan fungsiona.l umum ASN sebagaima-na dimaksud
(i) huruf e direncanakar sebesar Rp. 15.888.106.373,- (

direncanakan sebesar Rp. 34.312.063.945,- (Tiga putuh
tiga rahts dua belas juta enam putuh tiga ibu sembilan
puluh tima rupiall.

(81 Tunjangar PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 23a7 .9IO.2O2,- (

tiga ratus delapan prutuh tujuh jutq sembiLan rqtus sepuluh
rahls dua rupiah).

(6)

(7)

Pasa-l I O

dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. a26.go7. 26.O79,-
(Delapan ratus dua puluh enam milgar tiga ratus tujuh juta fi"t h ratus
dua puluh enam ibu htjuh puluh sembilan rupiall, yatg terdii
a. Gaji pokok ASN;
b. Tur:rjangarl keluarga ASN;
c. Tunjangan jabatar ASN;
d. I\rnjangan fungsional ASN;
e. Tunjangan fungsional umum ASN;
f. Tunjangal beras ASN;
g. Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h. Pembulatan gaji ASN;
i. Iuran jaminan kesehatan ASN,
j. Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
k. Iuran jaminan kematian ASN;
l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

uruf a
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empat

Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
milgar
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(e) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direnca4aka4 sebesar Rp. 35.722.339,- (Tiga puluh lima
ratus dua puluh dua ibu tba ratus tiga puluh delapan rupia\ .

(10) Iuran jamina-n kesehatar ASN sebagaimana dimaksud pada
huruf i direncanakan sebesar Rp. 55.302.649.3 57,- lLima
milAar toa ratus duq. jutq enam ratus empat puluh sembitan
ratus lima puluh tujuh rupiah).

(11) Iurar jaminan kecela.kaan kerja ASN sebagaimana
ayat (1) hurufj direncanakal gebesar Rp. 1.231.906.288,- (Sa
dua ratus tiga puluh safit juta sembilan r@tus enam ibu
delapan puluh delapqn rupiah).

(12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada
huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.694.529-899,- (Tiga
ratus sembilan pufuh empat juta lima ratus dua puluh se
delapan rqtus sembitan puluh sembitan rupialt,

(13) Iuran Surfpanan Peserta Tabungal Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakar
Rp. 3.165.490.915, (Tiga milgar seratus enam puluh lima ju
ratus sembilan puluh ibu sembitqn ratus tima betas rupiahl.

Pasal 1 1

Tambahai Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b direncalakan sebesar Rp. 67 4.301.369,996
fatus tujuh puluh empat mitgar tiga ratus satu juta tiga
putuh sembilan ibu sembilan ratus sembilan puluh enam rupi
terdiri atas:

a. Tanbahan penghasilal berdasarkan beban keda ASN;
b, Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
c. Tambal2an penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

(4)

(21

(3)

Tambalar penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN se

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN se

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN se

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
Rp. 23.012.200.000,- (Dua putuh tiga milgar dua belas juta
ibu rupiah).

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
Rp. 270.500.000,- (Dua ro'fits tujuh putuh jutq tima ratus ibu

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakal
Rp. 651.018.669.996,- (Enam ratus lima puluh satu milAar
belas juta enam ratus enam puluh sembilan ibu
sembilqn puluh enam rupiali.
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(1)

Pasal 12

Tambahan Penghasilan berdasarka-n Pertimbangan Objektif
ASN sebagaimara dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

direncanakan sebesar Rp. 244.775-030.296,- (Dua rah$
enpat milgar tujuh ratus tujuh puh.rh lima juta tiga putuh ibu
sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Insentif bagi ASN atas pemungutarr pajak daerah;
b. Insentif bagi ASN atas pemunguta-n retribusi daerah;
c. Belanja tunjangan profesi guru (TPc) PNSD;
d. Belanja tambahan Penghasilan (Tarnsil) Guru PNSD;
e. Belanja honorarium;
f. Belanjajasa pengelolaan BMD

(21 Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daera_h se
dima-ksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
Rp. 45.391.973.846,- (Empat puluh lima mitgar tiga ratus
putuh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ibu d
empat puluh enam rupian.

(3)

(4)

(s) Belanja tambahan Penghasilan (Tansil) Guru PNSD se

Insentif bagi ASN atas pemungutar retribusi daerah se
dimalsud pada ayat (1) huruf b direncanakan
Rp. 3.658.994.000,- (Ttgq. milAar endm ratus tima puluh
sembilqn ratus sembiktn putuh empat ribu rupiett).

Belanja tunjangan Profesi Guru (TPc) PNSD
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
lSeratus enam puluh milgar empat rotus enqm
puluh empat ibu tupiah) .

sebagaimana
Rp. i60.416.1

beta"s juta

dimaksud pada ayal (1) huruf d direncanakan
Rp. 5.880.000.000,- (Lima milgar detapan ratus del(lpan
rupian.

{6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

direncanaka.n sebesar Rp. 26.9a7.a3a-450,- (D& puluh
sembilan ratus detapan puluh tujuh juta delapan ratus
delapqn ribu empat ratus tima puluh rupian-

(7) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada
huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.440.060.000,- (Dua mit
ratus empat puluh juta enam putuh ibu rupiatl .

l,ainnya
uruf c

puluh
ua rafi6

sebesai

ratus

sebesar

JUta

ana
sebesar

h jutq

uruf e
milgar
puluh

ayat (r)
empat

z.



(21

Pasal 13

(1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimal<sud datarn pa

{1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.510.279.000,- (

sembilan milgar lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh putuh
ibu rupiatt)., yang terdiri atas:

a. Uang representasi DPRD;
b. Tunjangan keluarga DPRD;
c. Tunjangan beras DPRD;
d. Ua4g Paket DPRD;
e. Tunjalgan jabatan DPRD;
f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD;
g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
h. Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dalr anggota D
i. Tunjangan reses DPRD;
j. Pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
k. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
l. Tunjangan transportasi DPRD,
m. Uang jasa pengabdian DPRD.

Uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud
direncanakan sebesar Rp. 1. 1 14.25O.OO0,- (Satu
belas juta dua ratus enam putuh ibu rupiahJ.

pada ayat (1)

milgar se

(3) Tunjangal keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
b direncarakan sebesar Rp. 8i.937.800,- (Delapan puluh
sembilan rahts tiga putuh htjuh ibu d.elapan ratus rupialr) .

(4) Ttrnjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

direncanakan sebesar Rp 115.290.000,- (Seratus lima belas
ratus sembilan puluh ibu rupiah)-

(5) Uang paket DPRD sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

direncanakarr sebesar Rp. 95.508.000,- (Sembilan puluh tima
ratus detapan ibu rupian.

(6) Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimalsud pada ayat (

e direncarratarr sebesar Rp. I-615.677.000,- lsatu milgqr
Iima betas juta enam rahls tujuh putuh ttljuh ribu rupiah) .

(7) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimalsud
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 152.316.996,- (Seratus
dud juta tiga ratus enam belas ibu sembil(ln rafi)s se
enam rupiali.

Tunjangan alat kelengkapai lainnya DPRD sebagaimana
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. L.217.606.
milgar duo. ratus tujuh bela,s juta enam ratus enam ribu tiga
puluh detapan rupiah).

(9) Tunjangan komunikasi intensif pimpinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
Rp. 8.820.OO0.O0O,- (Delapan milgar detapan
rwDiahl.
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(10) Tunjarlga! reses DPRD sebagaimana dimaksud
dirgnca4ak4n sebgsar Rp. 2.2O5.0OO.O}O,- (Dua
juta rupiah).

(11) Pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD se
dimaksud pada ayal (1) huruf j direncanakaa
Rp. 377.444.O88,- lnga ratus tujuh puluh tujuh jutq empat
putuh empat ibu delapan puluh delapan rupiahl.

(12) Tu4jangan kesejahteraan pimpinar dan anggota DPRD se
dimaksud pada ayat (t) h\rruf k d,irenca4akq4
Rp. 16.641. 168.7 68,- (Bnam belas milgar enam rah/'s enpat
Juta seratus enam putuh delapan ribu tujuh ratus enam puluh
rupiaq.

(13) Turjangan transportasi DPRD sebagairnana dima,ksud pada
huruf 1 direncanakarr sebesar Rp. 6.624.000,000,- (Enam
ratus dua puluh empat juta rupiatl.

(14) uarc iasa pengabdian
huruf m direncanakan
puluh juta rupiaA.

DPRD seba€aima.na dimaksud pada
sebesar Rp. 450.000.000,- (.Enpat

Pasal 14

(1) Gaji dan I\rnjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Prp.2.079.992.79
milgar tujuh puluh sembilan juta d.elapan ratus sembilan puluh
tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Gaji pokok KDH/WKDH;
b. Tunjangan keluarga KDH/WKDH;
e. Tunjangan jabatan KDH/WKDH;
d. Tunjangan beras KDH/WKDH;
e. Tudangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
f. Iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
g. Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
h. Iuran jaminan kematian keda KDH/WKDH;
i. Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajal( daerah.

(3)

(41

(21

Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada

Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dima-ksud pada ayat (t)

T\rnjangal keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimatsud

direncarra-kan sebesar Rp. 56.543.42I,- (Lima puluh enom j,
ratus enVtqt puluh tiga ribu empat rafr$ dua puluh satLt iupiari.

huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.2OO.OOO,- (Tujuh juta
ibu rupiah).

huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.291.998,- (

detapan juta dua roh/,s sembilan putuh satu ibu
sembilan puluh detapan rupiah),

pada ayat (1 huruf i
milgar dua tuq tima

sebesar
empat

,sebesax
h satl)

delapan

ayat (1)

enam

qyat (1)

s lima

Pasal

; lDua
a ribu

huruf a
ta lima

ayat (l)
raAts

ayat (1)

puluh
ratus

// 7



(5) Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
huruf d direneanakar sebesar Rp. 7.092.880,- (Ljuh juta
puluh tujuh ibu delapqn ratus detapan puluh rupiaLl .

(6) Tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH se
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Ro, l. I OO4 _

(Satu juta duq ratus saht ribu sembilan rqtus sembilan pu
rupiah).

h empat

(7) Iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana
pada ay4t (1) huruf f direrlean4kan sebesar Rp. 11.520.000,-
juta lima ratus dua puluh ibu rupiat\.

(8) Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana A
pada ayat (1) huruf g direncaiakan sebesar Rp. 135.204,- (
puluh lima ribu tujuh ruA/,s empqt rup zhl.

tigq

(9) Iuran jaminan kematian keda IOH/WKDH sebagaimana
pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4O7.lIg,
rqtus tt ljuh ribu serqtus tiga belas rupqili ,

(Empat

(10) Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan paja_k daerah se
dima-ksud pada ayat (1) huruf i dir.encanakan sebesar
Rp. f .497.492.f54,- (Satu milgar delapan ratus sembilen tujuh
Juta empat ratus sembilan puluh dua ibu seratus lima
rupia\.

empat

Pasal 15

(r) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH se

ayat (1)

tembilqn

(Sebelas

sebesardinaksud dalam Pass-l 9 ayat (f) huruf f direncanakan
Rp. 3.492.871.000,- (Tiga mitgar empat ratus sembilan puluh
deldpdn rab;s tujuhpufuh satu ribu rupial{, yang terdiri atas:

a. Dana operasional pimpinar DPRD;
b. Dana operasiona.l KDH/WKDH.

(2) Dana operasional pimpinar DPRD sebagaimana dimalsud
(1) huruf a diiencanakan sebesar Rp. 393.120.000,- (

sembitan pufuh tiga juta serafi/s dua puluh ibu rupiat! .

(3) Dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
huruf b direncaralan sebesar Rp. 3.099.751.000,- (

sembilan puluh sembilan jutq" tujuh ratus lima puluh satu ibu

Pasal 16

(fl Anggaran belanja barang dan jasa sebagairnana dimal<sud

a. Eelanja barang;
b. Belanja jasa;
c. Belanja pemeliharaani

luta

ayat (r)
milgar

PasaI
8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.200.559.049.26 , (tua
tiliun dua rc,h:s milgar lima. rahs lima puluh sembilan juta e puluh
sembilan ibu dua ratus endm Wluh satu rupiali, yang terdiri

+t{



d. Belanja perjalanan dinas;
e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan

kstiga/pihak lain/masyaral<at.

Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncarrakan sebesar Rp. 315.614.174.803, - (Tiga rafrrc

uruf a

(3)

(4)

(21

Belanja pemeliharaan sehagaimana dimaksud pada ayat (l)

Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf b

huruf c

betas
milgqr enam ratus enpat belas juta seratus tujuh puluh
d.elapan ratus t'tga rupia\.

direocarra](an sebesar Rp, L.O79.342.235.9L6,- (Satu triliun tu
sembilan mitgar tiga ratus empat puluh dua juta duq ratus
lima ribu sembilan ratus enam belas ruoialt.

direncarral<an sebesar Rp. 173.644.536.S80, - (seratus tujuh
milgar enam ratus empat puluh empat juta lima rahr's tiga

ketiga/pihak lain/masyaralat sebagaimaaa dimaksud pada

huruf b direncanakan sebesar Rp. 415.022.430,- (Empdt
belas juta dua pufuh dua ribu enpat ratus tiga puluh rupian -

piha1<

ribu

p4tuh
puluh

ibu lima ratus delapan puluh rupiah).

(s) Belanja perjalanan dinas sebagarrna4a dimqksud pada ayat (1) huruf d
direnca-nakan sebesar Rp. 332.67a349-54L,- (Ttga ratus tiga tuh dua
milgar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus
sembilan ribu lima rafris empat puluh satu rupian .

puluh

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan

h tiga
enam

pihak
ayat (1)

belas
ribu

lima

hur-uf e direncanakal sebesar Rp- 20.O69.622.944,- (Dua miIAar
en@m puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu
rahrs empat puluh empat rupiah)-

Pasal 17

(1) Belanja barang sebagaimana dimalsud dalEm pasal 16 avat ( )huruf
a direncanakan sebesat Rp. 315.614.174.803, - (Ttga ranls
milgar enam ratus empaL belas juta seratus tttjuh puluh
delqpqn ratus tiga rupial|, ya\g tetdili atas:

a. Belanja barang pakai habis;
b. Belanja barang tak habis pakai;

(21

(3)

Belanja baralg pakai habis sebagaimana dimaksud pada yat (r)
huruf a direncarakan sebesar Rp. 315.199.152.373,- (Tiga s timq.

puluhbelas milgar serqtus sembilan pul1lh sembilqn juta seratus li
dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Belanja barang tak habis patai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

4,-



Pasal 18

(1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal t6 ayat (1)
direncanakan sebesar Rp. L.079,942,295.9I6,- lsatu tiliun tu
sembilqn milgar tiga ratus enpqt puluh dua juta duq ratus
lima ibu sembilan rahls enam betas rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanjajasa kantor;
b. Belanja iuran jaminan/asuransr;
c. Belanja sewa tanah;
d. Belanja sewa peralatan dan mcsrn;
e. Belanja serMa gedung darl bangunal;
f. Belalja sewa aset tetap lainnya;
g. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
h. Belanjajasa konsultansi non konstruksi:
i. Belanja jasa ketersediaan layanan (Availbiiity pa],ment);
j. Belanja beasiswa pendidikan PNS;
k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbinean

pendidikan dar pelatihan.

Belanja jasa kantor sebagaimaaa dimal<sud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp. 696.2A6.822.797,- (Enam ratus
putuh enam milgar dua ratus delapan puluh enam juta d.
dua puluh hljuh ibu tujuh ratus tigq putuh tujuh rupbhl.

(3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada
huruf b direncanakan sebesar Rp. 133.960.971.972,- (

putuh deldpan milgar sembilan ratus enam puluh juta
Aujuh putuh satu ibu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) .

(2)

(4) tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar Rp. 480.971.851,- (Empat rah.E
ratus tujuh puluh satu ribu d.elqpan ratus lina

(5) Belalja sewa peralatan darl mesin sebagaimana dimaksud
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 29.859.038.201,- (

sembitan milgar delapan r<thts lima puluh sembilan juta
delapan ibu htjuh ratus satu rupiah|.

(6) Belanja sewa gedung dan bangunar sebagainana dimaksud
(l) huruf e direncalakan sebesar Rp. 2.OI3.69a.9fO,- (Dua
belas juta enam lqtus sembilan puluh delapan ibu
sepuluh rupiall .

(7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
huruf f direncanakan sebesar Rp. 7a6.634-8O6,- (T\tjuh ratus
puluh enam juta enam r@tus tiga puluh eneat ribu detapan
rupiald,

(8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud
(1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.953.978.100,- (

milgqr sembilan rah$ lima puluh tiga juta sembilan ratus
delapan ibu seratus rupiall.

Belanja sewa
direncanal<an
juta sembik n
rupiahl.

huruf b
h putuh

putuh

serta

uruf a

rafus

ayat (1)

n

tlg4
ratus

puluh
h satu

ayat

c

putuh
puluh

ayat
ar tiga

ratus

ayat (1)

an
s enqm

ayat
betas
puluh

z,



(9) BelanJ'a jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 33.\23.248.9
puluh tiga milgar seratus dua puluh tig(j. juta dua ratus
dekJp@n ibu sembilan ratus emptat rupiall.

(10) Belanja jasa ketersediaal layanan (Availibility payrnent)
dimal<sud pada ayat (1) huruf i direncanakan
Rp. 159.97i.892.081,- (Seratus lima puluh sembilan milAar
latus tujuh puluh sahr juta delapan ratus sembilan puluh
detapan puluh safri rupiah).

(Il) Belanja beasiswa pendidikan pNS
(1) huruf j direncanalal sebesar
rupia\.

sebagaimana dimaksud p
Rp. 100.000.000,- (

(12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan
pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
k direncanakan sebesar Rp. 4.aO4.972.954,- (Etnpat mitAar
ratus empat juta sembilan rafrts tujuh putuh dua rtbu
Iima putuh empat rupiah).

Pasal 19

(1) Belanja pemeliharaar sebagaimana dimalsud dalam pasal 16
huruf c direncanakan sebesar Rp. 173.644,536.5g0,- {
putuh tiga milgqr enam ratus empat puluh empat juta tima
puluh enam ribu lima rafi$ delapan putuh rupi(llt) , yang tgrdii
a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
b. Belar{a pemeliharaan gedung dan bangunan;
c. Belanja pemeliharaal jalal, jaringan dan irigasi;
d. Belanja pemeliha.raan aset tetap lainnya.

(2) Belanja pemeliha-raan peralatan darl mesin sebagaimana
pada ayat (i) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.143.
(Tujuh puluh lima milgar semtus empat puluh tiga juta li
sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupia\.
Belalja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rr.32.6Oa.769.
puluh dua milgar enam ratus delapan juta tujuh ratus
sembilan ibu dua ratus empat puluh tiga rupian .

(s)

t4l Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi se

Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaks

dimaksud pada ayat (1) huruf d direnca:rakarr
Rp. 64.604.542.925,- (Enam puluh empat milAd.r enam ratus
lima. ratus empat puluh dua ibu sembilan latus dua puluh lima

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.287.631.883,- (

dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus fua pu.tuh
delapan rah.ts detapan puluhtiga rupiali.

(3)

pada

'- (nsa
puluh

sebesar

ribu

ayat
s juta

serta
1) huruf
delapan

rotus

ayat (U
tl1juh

tiga

.s29,-
rctus

d
, (Tiga
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Pasal 20

(1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam
(1) huruf d dAencanakan sebesa-r Rp. 392.62 8.349.54I,- (
tiga puluh dua mitAar enqm rqtus tujuh puluh detapan jutq
empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh saht
terdiri atas:

a. Belanja pe!'jalallan dinas dalam negeri;
b, Belarja perjalanar dinas luar negeri.

(21

(3) Belanja pe{alanan dinas luar negeri sebagaimala dimaksud

Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dim
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 325.329.249.54
ratus dua puluh lima milgar tiga ratus dua. puluh sembitan
rahis empat puluh sembilan ibu lima. latus empat puluh s@tu

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.34S.1OO.00O,- (?trl
tiga ratus ernpat puluh sembilan juta serahs ribu rupiahl .

Pasal 21

(1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimala dimaksud dalam
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.069-622.9
puluh milAor enam pufuh sembilan jutq enam ro:h;,s dua pttuh
sembilan ratus empat puluh empat rupiah) , yang terdiri atas:

a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak
lain/masyaratat;

b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak
lain/ masyaralat;

e. Belanja barang dan jasa BOS;
d. Belanja barang dan jasa BLUD.

(21 Belanja uarrg yarrg diberikan kepada pihak
lain/masyarakat sebagaimana dimal(sud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp. 19.879.198.950,- (Sembilan
delapan ratus tujuh putuh sembilan juta serqtus s
delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiahl.

Belanja jasa yang diberikan kepada pihat ke
lain/masyaratat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

direncarrakan sebesar Rp. 190,423.994,- (Seratus sembilan
empat rafi)s dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan
rupiah).

14) Belanja bararg dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada
huruf c direncanatan sebesar Rp. 83.094.933.500,- (

tiga milgar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tigq
ibu lima ratus rupioh).

(3)

, yang
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(1)

(s) Belanja barang darr jasa BLUD sebagaimana dimaksud
hr:ruf d dire4eaaakaa sebesar Rp. Ig6.I\S.I9s.gZ7,-
sembilan pufuh enam milyar seratus lima bela.s juta seratus
putuh lima ibu sembilan ratus tujuh pufuh tujuh rupiall).

Pasal22

Anggaran belanja hibah sebagaimaaa dimalsud dalam pasal
huruf c direncanalan sebesar Rp. 183.996.692.000, - (seratu
puluh tiga milgar sembilan ratus sembilan puluh enam juta
sembilan puluh dua ribu rupiq.hl, yang terdiri atas:

a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
b. Belalja hibah kepada badan, lembaga, orgalisasi

yang berbadan hukum Indonesia;
s. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.699.590.
belas milgar enam ratus sembitan px^ttuh sembilan juta ti
sembilqn putuh ribu rupiall.

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud
huruf b direncanatan sebcsar Rp. 164.074.637.000,- (

puluh empat milgar hluh puluh empat jutq. enam rqtus tigq.
ibu rupiah).

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik se
dimalGud pada ayat (1) huruf c direncanakan
Rp. 4.222.465.OO0,- (Empat milAar dua. ratus dua puluh dua ju
ratus enam puluh lina ibu rupiahl.

Pasal 23

(r) Anggaran belanja bartuan sosia_l sebagaimana dimalsud
I ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.339.856.000.-
milVar tiga rafiis tiga puluh sembilan juta delapan ratus ti
enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
b. Belanja barrtuan sosial kepada kelompok masyarakat;
c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan

Pendidikan, Keagamaan darl Bidang lainnya).

{21 Belanja bantuan sosia-l kepada individu sebagaimana
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 382.756.000,- (

delapan puluh dua juta tujuh rqtus lima puluh enam ribu
(3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok

dimaksud pada ayat (1) huruf b
Rp. 300.000.000,- (nga ratus juta rupiali.

masyara-kat se
direncarlakan sebesar
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(Serotus
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(4J Belanja bantuan sosiat kepada lembaga non pemerin
Pendidikan, Keagamaan dan Bidalg lainnya) sebagaimana
pada ayat (1) huruf c direncanal<an sebesar Rr.. 7.65Z.LOO.
milgar enqm rafrl.s tima puluh tujuh juta. seratus ribu rupiah) .

Pasal24

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal
b direncana-kan sebesar Rp. 1.163.915.612.566,- (Satu
enam putuh tiga milAar sembilan ratus lima belns iutq enam
belas ribu timq. ratus enam puluh enam rupiah), yalg terdiri a
a. Belanja modal tana_h.
b. Belarrja modal peralatan dan mesm,
c. Belanja modal bangunan dan gedung.
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belania modal aset lainnya;

(2)

(3)

Belarlja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp. 96.7 1a.275.429,- (sembilan
milgar tujuh ratus delapan belas juta dud ratus tujuh puluh
entpat ratus dua pufuh sembitan rupiahl-

Belanja modal peralatan dan mcsin sebagaimana dimaksud
(1) huruf b direncanatan sebesar Rp. 234.984.OAO -439,- (

tiga puluh empat milgqr sembilan ratus delapqn puluh
detapan puluh ribu empqt ratus tiga putuh sembilan rupiah) -

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
ayat {1) huruf c direncanatan sebesar Rp. 340.993.931.84
ratus empat puluh milgar sembilan ratus sembilan puluh
sembilan rah)s tiga puluh satu ibu d.elapan ratus empat
rupiah).

(5) Belanja modat jalan, jaringar, da.rr irigasi sebagaimana
ayat (1) huruf d direncanalan sebesar Rp. 47a.433.122.484,
ratus tujuh putuh delapan milgar empat ratus tiga puluh
seratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimalsud pada
huruf e direnca:rakan sebesar Rp. 11,926.202.37I,- (Se
sembilq.n ratus dua puluh enam juta dua ratus dua ribu tiga
putuh satu rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (

f direncanakan sebesar Rp. 860.000.000,- (Delapan ratus
juta rupia\-

7 huruf
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Pasal 25

(1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf a direncanakan sebesar Rp. 96.7L8.225.429,- (sembit
enom milgar tujuh rq ts detapan betas juta dua ratus tujuh
ribu empat ratus d.ua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah persil;
b, Belanja modal tanah non persil;
c. Belanja modal lapangan.

(21 Belaaja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat
a direncanakaa sebesar Rp, 2.O22.9Oa.7 f9,- (Dua mitAar
dua juta sembilqn ratus detapan ibu tujuh ratus
rupiah).

(3)

(4)

Belanja modai tanah non persil sebagaimana dirnaksud
huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.4Q2.944.91e,- (En
mitVar env)at rqtus dua juta sembitan ratus enpat putuh
sembilan ratus sepuluh rupiahl.

Belalja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada
direncanakan sebesar Rp. 7a.292.421.AOO,- (T\ljuh
milgar duq rahi.s sembilan puluh dua juta empat ratus
ribu delapan ratus rupiahl.

Pasal 26

(1) Belanja modal peralatan daJl mesin sebagaimana
Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2gg.9a4.
(Dua ratus tiga puluh tiga mitAar sembilan ratus delapan pu
juta detapan puluh ribu empat ratus tiga putuh sembilan
terdiri atas:

a. Belanja modal alat besar:;
b. Belar{a modal alat argkutan;
c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
d. Belelja modal alat pertanian;
e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
f. Belanja moda.t alat studio, komunikasi dan pemanca-r;
g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
h. Belanja modal alat laboratorium;
i. Belanja modal komputer;
j. Belanja moda.l alat eksplorasi;
k. Belanja modal alat produksi, pengolahan darr pemumian;
1. Belanja modal alat keselamatan kerja;
m.Belanja modal alat peraga;
n. Belanja modal rambu-ranbu;
o. Belanja moda.l peralatar olahraga
p. Belanja modal peralatar dan mesin BOS;
q. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
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(3)

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1
direncanalan sebesar Rp. L1.416.240.7I3,- (Sebelas mitut
rafiis enam belas juta tujuh r<rtus empat pufuh ibu tujuh
belas rupiah).

Belalja modal alat angkutan
huruf b direncanakan sebesar
milgar delapan ratus lima juta

sebagaimana dimalsud pada

direncana-kal
seratus lima

Rp. 27.805.038.516,- (Dua
tiga puluh delapan ibu lima

belos rupial!.

(4) Belanja moda.! alat bengkel dan ajat ukur sebagaimana
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7S4.7OO.g4l,_ (

tiga putuh env)at juta. seratus ibu tiga ratus empat puluh sotu
(s)

(6)

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada
huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.251.42O.3e7,- (Dua
ratus lima puluh satu juta empat ratus dua putuh ibu tiga
rupiahl.

Belanja lnodal alat ka_ntor dal.r rumah tangga sebagaimana
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RD. 4O.g27
(Empat puluh milAar d.elapan rafr)s dua puluh tujuh juta. dua
puluh tujuh ibu detapan puluh tujuh rupiah).

(8)

(7)

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana

Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar se
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakal
Rp. 9.088.691.15O,- (Sembikn milAar delapan putuh delapan
ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima putuh rupin\-

pada ayat (1) huruf g dtencanakan sebesar Rp . 34.466.O66.2a
puluh enpat milgar ernpat ratus enam pttuh enam juta
enam ribu tujuh rah/s delapan puluh sc,tu rupiah)-

(e) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada
huruf h direncanalan sebesar Rp. 6.011.22O.033--
sebela.s juta dua ratus duq pufuh ribu tiga puluh tiga rupian .

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat
direncarralan sebesar Rp. 33.I85.572.4a2,- (Tiga putuh
seratus delqpqn putuh lima juta lima rah)s tujuh puluh dua
ratus delopan puluh dua rupiah)-

(11) Belanja modal alat eksplorasi
huruf j direncanaka-n sebesar
ratus tiga puluh detapan juta
enam puhth tiga rupiatl.

sebagaimana dimalsud pada
Rp. 4.538.760.263,- lErnpat
tujuh ratus enam puluh ribu

(12) Belanja modal alat produksi, pengolahal dan
dimaksud pada ayat (1) huruf k
Rp. 211.115.014,- (Dua ratus sebekrs juta
enpat belas rupiah).
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(13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana
ayat (1) huruf I dironcanqkarl se!es41 Rp. l7.Ogg.ggs,- (!t4
guta sembilan pufuh sembilon ibu sembilan ratus sembilan p
rupi.ah).

(r4l Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat
m direncanakan sebesar Rp. 146.396.051,- lseratus erwat
juta fua rah.6 sembilan puluh enam ibu tiga rahts lima
rupiahl.

(15) Belanja modal r4rnbu-rambu sebagaimana dimatsud
huruf n direncanakan sebesar Rp. 3.903.961.030,
sembilan ratus tigq juta d.elapan ratus enam puluh satu
rupiah).

(f6) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud p
(1) huruf o direncarakan sebesar Rp. 895.296.564,-
sembitan puluh limd, juta tujuh ratus sembilan puluh enam
rahts enam puluh empat rupiaq.

(17) Belanja moda.l peralatan dan mesin BOS
ayat (1) huruf p direncanakarr sebesar

sebagaimana
Rp.26.339.619.

Wtuh enam milAar tiga ratus tiga puluh
sembilan belqs ribu rupiah).

sembiLan juta

(18) Belanja modal pelalatan darr mesin BLUD sebagaimana
pada ayat (1) huruf q direncana_kar sebesar Rp. 33.145.314.g 1

putuh tigq milgar seratus empat putuh lima juta tiga ratus
ibu delapan ratus delapan betas rupinl\ .

Pasd,27

(1) Belanja rnodal gedung dan bangunar sebagaimana dim
Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 340,993.9
lTiga ratus empat puluh milgar dua sembilan ro:fils sembilan
juta sembilan ratus tiga puluh satu ibu delapan rd:hts empat
rupiah), yallg terdii atasl

a. Belanja modal bangunan gedung;
b, Belanja modal monumen;
c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

l2l Belanja modal barrgunan gedung sebagaimana dimaksud pada
huruf a direncanakan sebesar Rp. 317.Q56.195.978,- (nga
belas milAar lima trrutuh enam juta seratus sembilq.n puluh
sembilan ratus tujuh puluh detqpan rupiali .

(3) Belarja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (-,
direncarrakan sebesar Rp. 199.999.99a,- (Seratus
sembilan juta sembilan ratus sembilan putuh sembilan ibu
mfits sembilan pufuh delopan rupiafl.
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(41 Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana
ayat (1) huruf c direncarakan sebesar Rp. Z.Igg.ga1.26Z
milgar seratus tiga puluh sembitan juta tiga ratus delapan
ibu dua rctus enq.m puluh tujuh rupiali.

(5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.598.
(Enam belas milgar lima ratus sembilan puluh delapan juta
lima puluh empat ibu enam ra'hls tupiqhl.

Pasal 28

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dalam Pasal 24 ayat (l) huruf d direncanakarr
Rp. 478.433.122.484,- (Empat ratus tl.tjuh putuh delapan m
ratus tiga puluh tiga juta serqtus dua puluh dua ibu
d.elapan puluh empat rupidll), yel:g terdiri atas:

a. Belanja modal jalan dan jembatan;
b. Belanja modal bargunan air;
c. Belanja modal instalasi;
d. Belanja modal jaringan;
e. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.

(2) Belanja modal jatan dan jembatan sebagaimana dimaksud
(i) huruf a direncanakan sebesar Rp. 825.732.106.220,_ (
dua putuh lima milvar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus
dua ratus dua puluh rupian.

(6)

(4)

(s)

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimala dimaksud pada
huruf b direncanakan sebesar Rp. I44.a46.3O2,f26,- (

puluh empat milgqr delapan ratus empat puluh enam juta
tujuh ibu seratus dua puluh enam rupiahl.

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

difencanakan sebesar Rp, 5.667.491.414,- (Lima mitgar
enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh s(rtu
ratus eflV)at belas tapialt,
Belanja modal jaringal sebagaimarra dimaksud pada ayat (1)
direncanalan sebesa-r Rp. 99.253.814,- (sembitan puluh sem
dua rahts lima puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupia

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD se
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
Rp. 2.087.963.910,- (Dua milgar delapan puluh tujuh juta
ratus enam puluh tiga ibu sembilan rqtus sepuluh rupiali ,

Pasal 29

(1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
24 ayat llJ huruf e direncanakan sebesar Rp. 1L.926.2
lsebetas milgal sembilan rqhts dua puluh enam juta dua ratus
tiga ratus l1tjuh putuh safit niriatl, yang terdiri atas:
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a. Belanja modal ba}tan perpustakaan;
b. Belarja modal baralg bercorak kesenial/kebudayaan/o
c. Belanja modal aset tida& berwujud;
d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS;
e. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

(3)

(21 Belanja moda.l bahan perpusta_kaan sebagaimana dimatsud
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.558.536.338,- (

Iimq rafi1s lima putuh delapan juta tima ratus tiga puluh enam
ratus tiga putuh delapan rupialt).

Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b direncanakan
Rp. 378.085.663,- (Tiga ratus tujuh putuh detapan juta detap
lim.a. ribu enqm ratus enam puluh tiga rupialt)-

(4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud
(1) huruf c direncaiakan sebesar: Rp. 2.aaa.932.a7o,- (
detapan ratus delapan puluh delapqn juta sembilan r.7h1s
dua ribu delapan ratus tujuh putuh rupiah) .

(5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana
ayat (1) huruf d direncanalan sebesar Rp. 6.800.647.500,
milgar delapan ratus juta enam rqhts enpat putuh tujuh ibu ti
rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimara
ayat (1) huruf e direncanakan sebesal Rp. 300.OOO.OOO.-
juta rupian.

Pasal 30

Belalja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. Rp. 860.000.000,- (Detap
enam puluh juta rupiall, yang terdiri atas belanja modal aset
BLUD,

Pasal 31

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.0O0.000.0OO,- (Limq pu
milgar rupiall, yang terdiri atas belarja tidak terduga.

Pasal 32

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Ar:ggaral: 2022
sebesar Rp. 206.299.609.000,- (Dud ratu.s enam milgq.r dua ratus
pufuh sembitan juta enam ratus sembilan ribu rupinh) , yatg terdin
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.
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Pasal 33

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana
Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Prp, 291,474.609.
ratus sembil.an puluh satu mitVar enpat ratus tujuh puluh
enom ratus sembilqn ribu rupiah), yang terdiri atas si
perhitungan atlggaran tahun anggaran sebelumnya;

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran se
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
Rp. 291-47 4 -609.000,- (Dua ratus sembilan puluh sqtu mit
ratus tujuh puluh empat juta. enam ratus sembilan ibu rupiah),

Pasal 34

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksu
Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp. 85.17S.OOO.OOO.-
puluh lima milgar serahrs tujuh puluh tima juta rupi.thJ,
atas:

a. Penyertaan modal daerah; dan
b. Pemberian pinjaman daerah;

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (
a direncanakan sebesar Rp. 81.17S.OOO.OOO,- lDelqpan pui
milVar seratus tujuh puhth lima juta rupiae .

(3) Pemberian pinjarnan daerai sebagaimaaa dimatsud
huruf b direncanakai sebesar Rp. 4.000.000.000._
rupiah).

Pasa.l 35

(1) Selisih antaJa anggaran pendapatan daerah dengan anggar:an
daerah mengakibatkan terjadinya
Rp. 206.299.609.000,- (Dua ratus enom milgar dua ratus
puluh sembilan jute enqtn rahrs sembilan ribu rupialt).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan seliaih penerimaa-n pe
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
Rp. 246.299 -6O9.000,- (Dua ratus enam mitgar dua ratus
puluh sembitan juta enam rahts sembilan ribu rupiah).

(21
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Pasal 36

Pelaksanaan pedabamn APBD yang ditetapkan dalam
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
kerja peralgkat daera_h sesuai dengan ketentuan perundang-

Pasal 37

Peratural Walikota Semarang ini mulai berlaku pada
diundangka!.

Agar setiap sra4g mengetahqinya, meme4ntah&a4
Peraturan Walikota dengan penempatamya dalam Berita Daerah.

Di undangkan di Semarang
pada tanggai ,zr oeseirbcr 2.crr

SEKRET RAH KOTA SEMAMNC

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 78

pada

/*

targga-l

Ditetapkan di
tanggal a.t

PRIHADI


